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ABSTRAK

Skripsi ini adalah studi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap
penerapan Akta 762 tentang Good and Service Tax (GST) di Kota Bintulu, Negeri
Serawak. Rumusan masalah dari studi ini adalah bagaimanakah penerapan GST di
Kota Bintulu. Selain itu, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan
GST di Bintulu, Serawak.

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan metode observasi,
wawancara dan telaah pustaka dalam mengumpulkan data dan kemudian data
tersebut dianalisa atau diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil dari penelitian ini, didapati bahwa GST adalah penarikan pajak dari
pemerintah Malaysia sebesar 6 persen atas barang dan jasa dari transaksi jual beli
konsumen terakhir melalui distributor, produsen dan pengecer.

Di akhir penulisan ini, penulis mendapati penerapan GST di Kota
Bintulu adalah bersesuaian dengan konsep maṣlaḥah mursalah untuk dalam
menetapkan hukumnya. Dengan kata lain, maṣlaḥah mursalah digunakan semata-
mata untuk mencari kemaslahatan manusia. GST dipungut untuk menambahkan
sumber pendapatan negara.

Dengan ini, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
(KPDNKK) harus mengelola pelaksanaan GST dengan baik agar tidak berlaku
ketidakadilan dan ketirisan dalam pengelolaan GST.
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengakui adanya peran pemerintah yang terbatas namun penting

dalam perekonomian. Meskipun peran ini tidak tetap dalam pemerintahan,

namun sangat penting untuk kelancaran sebuah perkonomian Islam. Apabila

ekonomi pasaran mengalami kegagalan, pemerintahan Islam dapat terjun ke

bidang perekonomian untuk memperbaiki situasi dengan menggunakan

berbagai kebijakan yang tersedia dalam tindakannya.1

Keuangan publik, yang didefinisikan secara tradisional, berkaitan

dengan penyediaan, pemeliharaan dan pencairan sumber daya yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan otoritas publik dan administrasi keuangan

adalah tiga bagian utama.

Dalam sejarah Islam, keuangan Islam berkembang sering dengan

komunitas Islam dan berdirinya pemerintahan Islam oleh Rasulullah SAW

dan pengganti setelahnya. Sebelum negara tersebut didirikan, apa yang

diwahyukan hanyalah untuk memberi infaq kepada yang miskin.2

Dalam surah Aż-Żāriyāt, ayat 19:

1 Abul Khair Mohd. Jalaludin, The Role of Government in an Islamic State (Kuala Lumpur: A. S.
Noodeen, 1991), 9.
2 Abdul Azim Islahi, Economics Concepts of Ibn Taimiyah, (Leicester: The Islamic Foundation,
1988), 197.
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2

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”3

Pemerintahan Islam mempunyai pajaknya sendiri untuk dijadikan

sebagai pendapatan negara yaitu zakat, ghanīmah, fay’, kharāj ‘usyūr, dan

jizyah.

Pada zaman sekarang, kita harus memeriksa kembali ketentuan zakat

dan jika melihat dalam kasus ini, seseorang perlu untuk menggunakan hak

mereka dalam berijtihad. Hal yang harus difahami dengan jelas bahwa prinsip

zakat adalah tetap dan tidak bisa diolah tidak mempunyai rincian yang jelas.

Apabila tiba waktunya kita menemukan bahwa kemiskinan tidak dapat

dihapus melalui sistem zakat yang dinilai secara konvensional, maka tidak

ada yang melarang muslim untuk meningkatkan rasio zakat atau mengubah

bentuknya.4

Berkaitan dengan perpajakan, pandangan umum dari sarjana Muslim

adalah bahwa pajak selain yang telah ditetapkan dalam pemerintahan Islam

dapat dikenakan di negara-negara Islam jika sumber lain tidak cukup untuk

menopang kebutuhan untuk perbelanjaan publik. Selanjutnya, ketika

perpajakan dikenakan, syarat utama untuk melaksanakan pajak adalah sebagai

berikut:

3 WAMY, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Kuala Lumpur:WAMY, 2007), 521.
4 Sheikh Mahmud Ahmad, Economics of Islam, (Delhi: Idarah-i Adabiyaht-i Delli, 1980), 122.
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1. Adanya keperluan besar untuk keuangan publik

2. Pendapatan utama negara tidak cukup untuk memenuhi keperluan

negara.

3. Menghapus semua pembiayaan untuk masyarakat yang berlebihan.

4. Keputusan untuk memberlakukan pajak tersebut harus melalui

persetujuan dewan syura seperti yang diperintahkan dalam hukum

Islam.5

Di Indonesia, ada sejenis pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan

nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pajak ini dinamakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar hukum PPN

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini semula

akan mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 bersama dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.6 Sedangkan dalam bahasa

Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax

(GST).

Di Malaysia, PPN disebut Cukai Barang dan Perkhidmatan namun lebih

dikenal sebagai Good and Service Tax (GST). GST merupakan pajak

konsumsi yang berarti pengguna hanya akan dikenakan biaya saat berbelanja.

Itu adalah inisiatif pemerintah untuk merestrukturisasi sistem pajak. GST

5 Monzer Kahf, Public Sector Economics From Islamic Perspective, (t.pt: t.p, tt), 33.
6 Lukman Hakim Nasution, Tony Mahsyahrul, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (Jakarta:
Grasindo, 2007), 1.
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4

diperkenalkan untuk menggantikan pajak SST.7 Dalam sistem GST, ada juga

barang dan jasa yang tidak dikenakan GST untuk meminimalkan dampak

ekonomi untuk kelompok berpenghasilan rendah.8

GST di Malaysia berlaku sejak 01 April 2015, namun banyak

masyarakat yang memprotes berlakunya pajak ini di Malaysia karena

dirasakan belum sesuai untuk diterapkan di saat ekonomi negara yang masih

tidak stabil. Pajak ini juga memberi dampak yang besar ke atas masyarakat

yang miskin karena pajak ini dikenakan pada siapa saja yang melakukan

transaksi jual beli untuk barang apa saja dan jasa kecuali barang-barang yang

dikecualikan pajak ini.

GST menggantikan pajak yang sebelumnya yaitu Cukai Jualan dan

Cukai Perkhidmatan (Sales Tax and Service Tax atau SST). Pajak SST ini

dikenakan hanya atas barang atau jasa yang ditetapkan, berbeda dengan GST.

GST berlaku ke atas semua jenis barang dan jasa kecuali dinyatakan

dikecualikan GST. Ini berarti, cakupan barang dan jasa yang dikenakan GST

lebih luas dan lebih banyak berbanding SST. Maka, lebih banyak barang dan

jasa yang dikenakan pajak apabila berlakunya GST.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian terhadap penerapan GST di Bintulu, Serawak.

7 KPDNKK, Panduan Harga Pengguna Zon Sarawak, (Putrajaya: KPDNKK Sarawak, tt), 1.
8 Ibid., 1.
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis

mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari penerapan GST di

Bintulu, Serawak adalah sebagai berikut:

1. Penerapan GST di Bintulu, Sarawak.

2. Golongan yang dikenakan GST.

3. Prosedur untuk mendaftar sistem GST.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan GST di Bintulu, Serawak.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan

penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian

ini yakni pada penerapan GST di Bintulu itu sendiri, meliputi:

1. Penerapan GST di Bintulu, Serawak.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan GST di Bintulu, Serawak.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan GST di Bintulu, Serawak?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap GST di Bintulu, Serawak?
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D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang

memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu

yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan

penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis

menemukan beberapa penelitian terkait pajak menurut hukum Islam.

Diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Romi Handoko pada tahun 2009 dengan judul

“Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU No. 36

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)”. Penelitian ini fokus untuk

menjawab mengkaji hukum Islam terhadap Pajak Penghasilan menurut

UU No.36 Tahun 2008.

2. Tesis yang ditulis oleh Atok Syihabuddin pada tahun 2011 dengan judul

“Distribusi Kekayaan: Studi Komparatif Pemikiran Baqir Al-Shdr dan

Taqiy al-Din al-Nabhany”. Penelitian tersebut fokus pada perbandingan

antara pemikiran Baqir Al-Sadr dan Taqiy al-Nabhany tentang distribusi

kekayaan dalam ekonomi negara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jauhar Fathoni pada tahun 2014 dengan

judul “Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam, Perspektif Pemikiran

Abdul Qadim Zallum (Analisis Kesesuaian Terhadap APBN
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2010-2012)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan,

bagaimana pengelolaan keuangan negara dalam Islam menurut Abdul

Qadim Zallum. Kesimpulannya APBN Indonesia bertentangan dengan

Islam karena berasaskan kebebasan kepemilikan individu dan tidak

terikat dengan halal-haram, sedangkan APBN Islam berasaskan pada

pembagian kepemilikan dan terikat dengan hukum-hukum syariah.9

Dengan adanya kajian pustaka diatas, hal ini jelas sangat berbeda

dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam terhadap penerapan Good and Service Tax (GST) di Bintulu,

Serawak ”.

Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan kesesuaian

penerapan GST menurut hukum Islam tentang segala aturan dalam

memungut pajak.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan

penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui secara mendalam penerapan GST di Bintulu, Serawak.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan GST di Bintulu,

9 Ahmad Jauhar Fathoni, “Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam, Perspektif Pemikiran
Abdul Qadim Zallum (Analisis Kesesuaian Terhadap APBN 2010-2012)”, (Skripsi-UIN Sunan
Ampel, 2014), 141.
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Serawak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta

kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih baik untuk

menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta

pengalaman di dalam pengurusan penerapan GST dan

kebijakan-kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah Malaysia.

Bagi akedemisi diharapkan hasil penelitian ini mampu

memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syariah pada umumnya

dan memperluas hukum tentang perpakakan Islam pada khususnya,

serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perpajakan menurut

Islam.

2. Aspek Praktis

Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan

untuk mengetahui lebih dalam status GST menurut Hukum Islam.

Adapun bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia dapat dijadikan sebagai

catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja
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lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki kelemahan dan

kekurangan yang ada.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah

yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau

definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

1. Tinjauan hukum Islam: Dalam skripsi ini yang dimaksud tinjauan adalah

kajian terhadap suatu perkara atau peristiwa untuk mengetahui sebab

musabab atau keadaan yang sebenarnya demi memperoleh pengertian serta

pemahaman yang tepat terhadap duduk perkara secara keseluruhan. Di

dalam skripsi ini penulis akan menganalisa Hukum Islam yang menyentuh

tentang GST atau lebih khusus tentang perpajakan Islam.

2. Good and Service Tax (GST): GST adalah pajak yang dikenakan atas

setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari

produsen ke konsumen. GST termasuk jenis pajak tidak langsung,

maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan

penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen

akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.10 Di Malaysia,

10 Wikipedia, GST (Malaysia), dalam https://ms.wikipedia.org/wiki/GST_(Malaysia), diakses
pada 14 Januari 2016.
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pajak ini dikenakan sebesar 6 persen dari pemerintah.

3. Penerapan GST di Bintulu, Sarawak: Bintulu ialah sebuah divisi

administratif di negara bagian Serawak, Malaysia. 11 GST berlaku di

seluruh Malaysia. Dalam hal ini, Bintulu adalah tempat penelitian

bagaimana penerapan GST berlaku di sana.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang

tinjauan hukum Islam terhadap penerapan GST di Malaysia.

1. Data yang akan dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini

diantaranya:

a. Tentang penerapan Good and Service Tax di Bintulu, Serawak.

b. Data tentang prosedur dan sistem untuk mendaftar menjadi perusahaan

yang bisa klaim GST dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Stesen

Bintulu.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa

sumber, antara lain:

1111 Wikipedia, Bahagian Bintulu, dalam https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahagian_Bintulu, diakses
pada 14 Januari 2016.
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a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi12

yang diperoleh dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Stesen Bintulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

dokumen-dokumen tidak resmi, buku-buku yang berhubungan dengan

objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

disertasi dan peraturan perundang-undangan. 13 Data sekunder ini

dapat diperoleh dari beberapa informasi media atau dari dokumen lain.

Berikut adalah data sekunder penulis:

1) Abul Khair Mohd. Jalaludin, The Role of Government in an

Islamic State, Kuala Lumpur: A. S. Noodeen, 1991.

2) Abdul Azim Islahi, Economics Concepts of Ibn Taimiyah,

Leicester: The Islamic Foundation, 1988.

3) Sheikh Mahmud Ahmad, Economics of Islam, Delhi: Idarah-i

Adabiyaht-i Delli, 1980.

4) Monzer Kahf, Public Sector Economics From Islamic Perspective,

t.tp,: t.p, t.t.

12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.
13 Ibid, 106.
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5) Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafik,

2011.

6) Lukman Hakim Nasution, Tony Mahsyahrul, Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), Jakarta: Grasindo, 2007.

7) KPDNKK, Panduan Harga Pengguna Zon Sarawak, Putrajaya:

KPDNKK Sarawak, tt.

8) Wahbah Az-Zuḥaylī, Fiqhul Islām Wa Dilllatuhu, vol. 7, Beirut,

Darul Fiqr, 1984.

9) Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga, Selangor:

TrueWealth Sdn Bhd, 2015.

10) Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Jakarta: Penerbit Logos, 1996.

11) Miftahul Arifin, Faishal Haq, Ushul Fiqh, Surabaya, Citra Media,

1997.

12) Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khalifah

(penerjemah Ahmad S. dkk.), Jakarta, HTI-Press, 2015.

13) Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (penerjemah

Hafidz Abd. Rahman), Jakarta:, HTI Press, 2015.

14) Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Shar’īyah, Kairo, Dār al-Fikr, 1971.

15) Beberapa dalil al-Quran dan hadis tentang zakat.

3. Teknik Pengumpulan Data
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Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah mengamati berserta mendengar, mencari jawaban

terhadap fenomena yang ada di lapangan. 14 Peneliti akan mengamati

aplikasi penerapan GST di Bintulu.

b. Wawancara (Interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 15

Peneliti akan mencoba melakukan wawacara dengan Nurulrasidah Bt.

Norlee yaitu Ketua Kastam Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Stesen

Bintulu.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca

dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip tentang GST

dan Borang Permohonan Pendaftaran Cukai Barang dan

Perkhidmatan yang ada di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Stesen

Bintulu.

4. Teknik pengolahan data

14 Masruhan, Metodologi Penlitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
15 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),
186.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis

melakukan hal-hal berikut:

a. Penyusunan data, adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah

diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada penyusunan

data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di

dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh

mungkin.16

b. Klasifikasi data, adalah usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan

memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat

dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah

untuk memudahkan pengujian hipotesis.

c. Pengolahan data, adalah dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah

dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji adalah berkaitan dengan

relevansinya Hukum Islam dengan penerapan GST di Bintulu,

Serawak.

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis,

kemudian telah dikelola dengan teknik pengolahan yang dilakukan oleh

penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan

mendalam menggunakan syariat Islam.

16 Cholid Narbuko, Abu Achmadi Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 153.
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Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.17 Analisis

data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan

motode deskriptif  kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah

yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang penerapan

GST di Bintulu, Serawak yang diperoleh dengan mencatat, menganalisis

dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir

induktif yang di pergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil

penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang

bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui fakta mengenai gambaran

tentang praktik penerapan GST di Bintulu apakah penerapannya telah

sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu

dilakukan dengan motode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang di gunakan

17 Masruhan, Metodologi Penlitian Hukum …, 290.
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serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam

skripsi ini di bagi menjadi lima bab yang di susun sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan di mana di dalam bab ini menjelaskan

latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas mengenai konsep pajak menurut Hukum

Islam. Bab ini membahas sejarah perekonomian Islam, pajak menurut Islam

dan maṣlaḥah mursalah yang meliputi pengertian maṣlaḥah, pengertian

maṣlaḥah mursalah, macam-macam, landasan hukum dan kehujjahan.

Bab ketiga mengenai objek penelitian yaitu penerapan Good and Service

Tax di daerah Bintulu, Serawak. Dalam bab ini menjelaskan tentang obyek

penelitian, yaitu pertama pengertian Good and Service Tax (GST), lembaga

yang mengelola penerapan GST di Kota Bintulu, kelayakan untuk mendaftar

GST, cara mendaftar ke dalam sistem GST, konsep dan metode pelaksanaan

GST, penuntutan pajak masukan dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia

(JKDM), kategori barangan dan jasa yang tidak dikenakan GST, manfaat

penerapan GST, keperluan GST dilaksanakan di Malaysia dan kebijakan

pemerintah untuk menyeimbangkan penerapan GST.

Bab keempat mengenai analisis hukum Islam terhadap penerapan GST di

Bintulu, Serawak. Dalam bab ini penulis akan menganalisis penerapan GST
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dan bagaimana relevansinya dengan Hukum Islam dalam penerapan tersebut.

Dan bab yang terakhir adalah penutup, yang berisikan kesimpulan yang

merupakan jawaban permasalahan dengan disertai saran serta diakhiri dengan

daftar pustaka.
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BAB II

KONSEP PAJAK DALAM PEMERINTAHAN ISLAM DAN MAṠLAḤAH

MURSALAH

A. Sejarah Perekonomian Islam

Sistem keuangan pada zaman Rasulullah tidak mengalami

perkembangan yang signifikan, karena wilayah kekuasaan Islam masih

kecil, sehingga pengaturan keuangan publik pada masa itu masih sangat

sederhana. Namun demikian, masa Rasulullah menjadi pondasi utama dan

referensi pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan

keuangan publik, sementara masa setelahnya merupakan perkembangan dan

ijtihad dari ajaran yang Rasulullah sampaikan.1

Pengelolaan keuangan publik Islam mulai diatur secara sistematis

dan dengan bimbingan wahyu adalah ketika terjadi persaingan perdagangan

antara umat Islam, kaum Quraisy dan bangsa Yahudi, yang pada akhirnya

memicu peperangan Badar pada tahun kedua hijriah. Pada peperangan itu,

Rasulullah dan pasukannya memperoleh kemenangan. Dari kemenangan

tersebut, kaum muslimin mendapatkan ghanīmah (harta rampasan perang),

sehingga membuat mereka berselisih tentang harta tersebut. Lalu

ditanyakanlah hal itu kepada Rasulullah, kemudian turunlah wahyu yang

menjelaskan tentang distribusi ghanīmah.2

Dalam surah al-Anfal ayat 1:

1 Nurul Huda, Ahmad Muti, Keuangan Publik Islam (Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf),
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 22.
2 Ibid.
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Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian)
harta rampasa perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu
milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya),
maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara
sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu
orang-orang yang beriman.”3

Pada zaman Rasulullah SAW, pajak juga dikumpulkan oleh pejabat

yang dikirim untuk tujuan tersebut. Di kota-kota terpencil, tugas ini

diserahkan kepada gubernur dari daerah itu sendiri. Misalnya, ketika Nabi

mengutus sahabat Muaz bin Jabal sebagai gubernur di sana, Nabi

memerintahkan beliau untuk mengumpulkan zakat dari yang kaya dan

mendistribusikannya di antara orang miskin.4

Pendapatan dan kekayaan di zaman awal Islam adalah dalam

keadaan sederhana, meninggalkan sedikit surplus untuk kebutuhan

masyarakat dan kebutuhan sementara negara. Oleh karena itu, tidak

diperlukan adanya lembaga yang untuk menyimpan harta negara. Kebijakan

keuangan yang diadopsi oleh Nabi ini bertujuan untuk mendistribusikan

segera harta tersebut setelah diterima. Pencatat dan sekretariat keuangan

juga tidak diperlukan pada periode ini.5 Khalifah Abu Bakar meneruskan

polisi ini.6

Tetapi kondisi berubah selama kekhalifahan Umar, ketika negara

3 Penerbit JABAL, ‘Al-Quran dan terjemahan’, 177
4 Abdul Azim Islahi, Economics Concepts of Ibn Taimiyah, (Leicester: The Islamic Foundation,
1988), 201.
5 Ibid.
6 Ibnu Taimiyah, al-Siy sah al-Shar’ yah (Kairo: D r al-Fikr, 1971), 55.
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Islam diperluas dari Persia di Timur hingga ke Mesir di barat, dan

pendapatan dari sumber yang bermacam-macam meningkat secara

mendadak. Tentara menjadi lebih besar dan penduduk bertambah berlipat

kali ganda. Atas alasan ini, penyusunan administrasi keuangan menjadi

penting dan khalifah mendirikan baitulmal.7

Baitulmal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang

diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak

menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang,

uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak

memilikinya sesuai hukum syarak, yang tidak ditentukan individu

pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah

hak baitulmal kaum Muslim. Demikian pula setiap harta yang wajib

dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk

kemaslahatan kaum Muslim. Jadi, baitulmal adalah tempat penampungan

dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.8

Umar adalah orang yang pertama yang mendirikan dīwān di dalam

pemerintahan Islam.9 Khalifah Umar tidak membagikan tanah hasil

penalukan di Iraq dan beberapa daerah lainnya, sebaliknya, membagikan

hasil pajak tanah dari daerah tersebut kepada mereka yang telah ikut

berperang. Atas sebab itu, ia memerintahkan ahli untuk mengukur tanah,

menetapkan pajak yang wajar sesuai ukuran tanah dan menyimpan daftar

7 Abdul Azim Islahi, Economics Concepts of Ibn Taimiyah …, 201.
8 Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khalifah (penerjemah Ahmad S. dkk.), (Jakarta:
HTI-Press, 2015), 17.
9 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Beirut: D r al-Fikr, tt), 192.)
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itu. Dengan meningkatnya pendapatan negara, dan pengeluaran dilakukan

besar-besaran, maka didirikan oleh Umar lembaga baitulmal. Salah satu

anak buahnya telah mengunjungi Roma dan melihat bahwa para penguasa di

sana telah mendirikan dīwān. Ia menyarankan hal tersebut kepada Umar lalu

Umar menerimanya.10

Baitulmal dilanjutkan oleh khalifah yang berikutnya. Di akhir abad

pertama hijriah, administrasi keuangan publik jauh lebih maju daripada

sistem yang ada karena para khalifah setelah itu menerapkan kebijakan yang

telah mereka pelajari dari pengalaman orang Parsi dan Roma.11

B. Pajak Menurut Islam

Negara memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang kaya

supaya membantu masyarakat yang miskin. Sebab, negara adalah yang

bertanggungjawab terhadap kemaslahtan dan kesejahteraan mereka. Karena

Islam menetapkan bahwa interaksi sosial harus berlandaskan pada asas-asas

saling mengasihi, saling menyayangi, solidaritas dan simpati.12

Islam mewajibkan kaum Muslimin untuk ikut berperan dengan

berinfak di jalan Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud berinfak di jalan

Allah SWT di sini adalah, berinfak untuk segala hal yang menjadi

kebutuhan masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang

mutlak diperlukan dan sangat vital, seperti pertahanan dan keamanan

negara, perbekalan dan perlengkapan militer, mendirikan lembaga-lembaga

10 Ibid.
11 Abdul Azim Islahi, Economics Concepts of Ibn Taimiyah …, 202.
12 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isl m Wa Adillatuhu, (Beirut: Darul Fiqr, 1984), 55.
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amal yang setiap negara mutlak memerlukannya.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan

rumusan tentang bagaimana mendapatkan dana dari sumber-sumber yang

ada supaya dana negara yang dialokasikan untuk sektor-sektor tersebut bisa

mencukupi dengan cara memberlakukan kewajiban pajak yang adil dengan

mekanisme pajak progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan seseorang,

semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkannya, juga disesuaikan

dengan tingkat kekayaan dan kelapangan ekonomi yang dimiliki.13

Pemerintahan Islam mempunyai aturan pajaknya tersendiri sejak

dari zaman Rasulullah yaitu:

1. Zakat.

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh

seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut

dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa,

pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk

mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah az-zakāh

yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.14

Allah SWT mewajibkan zakat dalam surah at-Taubah ayat ke 103

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan
menyucikan mereka.’

13 Ibid., 56-57.
14 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (penerjemah Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: PT Tinta
Abadi Gemilang. 2013), 41.
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Islam menetapkan zakat emas, perak, tanaman, buah-buahan,

perniagaan, hewan ternak, harta tambang, dan barang terpendam.15

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari

Idulfitri. Zakat tersebut wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun

perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak.16

Tujuan zakat fitrah disyariatkan adalah untuk menyucikan orang

yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan

buruk yang mungkin timbul pada saat berpuasa serta memberikan

bantuan kepada orang-orang fakir dan orang lemah.17

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu

shā’ setelah itu dia mampu mencukupi makanan pokoknya dan

keluarganya pada malam dan siang hari raya. Ia wajib mengeluarkan

zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi,

seperti istrinya, anak-anaknya dan para pembantunya.18

2. Jizyah.

Secara literasi jizyah berasal dari kata jaza yang artinya imbalan,

secara aturan syariat jizyah dapat diartikan sejumlah harta yang

diwajibkan atas kafir dzimmi, yaitu orang yang masuk dalam lindungan

dan kekuasaan kaum muslim. Ia menjadi imbalan atas perlindungan

yang diberikan pemerintahan Islam kepada kafir dzimmi, jika mereka

15 Ibid, 64.
16 Ibid, 159.
17 Ibid.
18 Ibid, 160.
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sepakat maka terbebas mereka dapat hidup bersama dengan kaum

muslimin.

Syarat wajib dikenakan jizyah ke atas kafir dzimmi adalah laki-

laki, sudah bāligh, berakal dan merdeka. Maka, selain itu tidak

dikenakan jizyah.19

3. Kharāj.

Kharāj adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum

Muslim dari kaum kafir. Kharāj adalah hak yang dikenakan atas lahan

tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara

perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah

tersebut milik umat Islam, dan mereka pun mengakuinya dengan

membayar kharāj, maka mereka harus menunaikannya.20

4. Usyur.

Usyur merupakan jenis pemasukan negara yang dihasilkan dari

perdagangan internasional.21

5. Dlaribah.

Dlaribah (pajak) adalah harta yang diwajibkan Allah SWT

kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagi kebutuhan dan pos-

19 Nurul Huda, Ahmad Muti, Keuangan Publik Islam …, 43.
20 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (penerjemah Hafidz Abd. Rahman), (Jakarta:
HTI Press, 2015), 331.
21 Nurul Huda, Ahmad Muti, Keuangan Publik Islam …, 44.
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pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi

di baitulmal tidak ada harta.22

Fuqaha Islam, semisal al-Ghazali, asy-Syatibi, dan al-Qurtubi

secara jelas menyatakan tentang pensyariatan pemberlakuan pajak baru

terhadap orang-orang kaya, pemberlakuan pajak penghasilan, pajak hasil

pertanian dan yang lainnya, sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi

berbagai kebutuhan umum negara.23

Pandangan umum dari sarjana Muslim adalah bahwa pajak selain

yang telah ditetapkan dalam pemerintahan Islam dapat dikenakan di negara-

negara Islam jika sumber lain tidak cukup untuk menopang kebutuhan untuk

perbelanjaan publik.24

Syarat utama untuk melaksanakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Adanya keperluan besar untuk keuangan publik.

2. Pendapatan utama negara tidak cukup untuk memenuhi keperluan

negara.

3. Menghapus semua pembiayaan untuk masyarakat yang berlebihan.

4. Keputusan untuk memberlakukan pajak tersebut harus melalui

persetujuan dewan syura seperti yang diperintahkan dalam hukum

Islam.25

22 Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khalifah …, 157.
23 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isl m Wa Adillatuhu …, 57.
24 Monzer Kahf, Public Sector Economics From Islamic Perspective …, 4.
25 Ibid.
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C. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian Maṣlaḥah

Kata maṣlaḥah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha

dan saluha. Secara etimologis, kata berarti

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sesuatu yang

bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan

.26 Maṣlaḥah dalam bahasa Arab berarti “ perbuatan-perbuatan

yang mendorong kepada kebaikan manusia. Maṣlaḥah dalam arti yang

umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik

dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan

atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari maarat.

Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya

disebut dengan maṣlaḥah.27

Adapun pengertian maṣlaḥah secara terminologi, ada beberapa

pendapat dari para ulama’, antara lain:

a. Imam Ghazali (madzab syafi’i), mengemukakan bahwa: al-maṣlaḥah

pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak ke-maḍaratan

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Yang dimaksud Imam

Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara’ yang harus dipelihara terdapat

26Asmawi, Perbandingan Ushul  Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.
27 Amir Syarifuddin, Ushul  Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 367.
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lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang

merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara’ yang disebut

dengan istilah al-Maqāṣid al-Syari‘ah menurut al-Syatibi. Imam

Ghazali mendefinisikan maṣlaḥah sebagai berikut :

“Maṣlaḥah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan
manfaat atau menolak ke- mad}aratan. "28

b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa maṣlaḥah

dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah

semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermafaat untuk

meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk

menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud

hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan

ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa

nafsu manusia belaka.”29

c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-

maṣlaḥah adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara

menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut,

beliau memandang maṣlaḥah hanya dari satu sisi, yaitu

28 Nasrun Haroen, Us}ul  Fiqh I1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.
29 Romli, Muqaranah Mazahib fil Ushul ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.
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menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai

sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.30

d. Menurut Al-Thufi maṣlaḥah merupakan dalil yang paling kuat yang

secara mendiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum

syara’.31

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa maṣlaḥah

merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta

memelihara harta.

2. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode yang

dikembangkan ulama Uṣul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash.

Pengertian maṣlaḥah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada

nash juz’i (secara rinci) yang mendukungnya dan tidak ada pula yang

menolaknya dan tidak ada pula ijma’ yang mendukungnya, tetapi

kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara istiqra’

(induksi dari sejumlah nash).32 Menurut pendapat Abdul Wahhab Khallaf

maṣlaḥah mursalah yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada

ketegasan  hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil

tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga  disebut

30 Amir Syarifuddin, Uṣul  Fiqh Jilid 2…368.
31 Nasrun Harun, Uṣul  Fiqh…125.
32 Nasrun Harun, Uṣul Fiqh…113.
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maṣlaḥah mursalah (maṣlaḥah yang lepas dari dalil secara khusus).33

Dengan demikian maṣlaḥah mursalah ini merupakan maslahat

yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan

dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar

dari ke-maḍaratan. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis maslahat yang

disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan

perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi

dan tempat.

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syara’ perlu

dipertimbangkan faktor manfaat dan maḍaratnya. Bila maḍaratnya lebih

banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana

dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: “berubahnya suatu hukum menjadi haram

atau bergantung mafsadah atau maṣlaḥah-nya”.34

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maṣlaḥah mursalah ini

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan

apa yang dibawa oeh syariat.

Dengan kata lain kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan Maqāṣid

al-syariah yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat ḍaruri

(pokok).

33 Satria Effendi, Usul  Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149.
34 A. Syafi’I Karim, Uṣul  Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.
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Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan

kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasikan dalam

kehidupan.35

3. Macam - Macam Mas ̣lah ̣ah

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan itu, para ahli uṣul fiqh

membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. Maṣlaḥah al-Ḍarūrīah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan

seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa,

memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

b. Maṣlaḥah al-Ḥājīyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam

menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara

kebutuhan mendasar manusia.

c. Maṣlaḥah al-Taḥsīnīah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap

berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang

bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan

tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan

manusia.36

35 Romli, Muqaranah Mazahib fil Uṣul …165.
36 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Penerbit Logos, 1996), 116.
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Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang Muslim

dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.

Kemaslahatan yang ḍarūrīyah harus lebih didahulukan daripada

kemaslahatan yang ḥājīah, dan kemaslahatan yang ḥājīah lebih

didahulukan dari kemaslahatan yang tasīnīah.

Dilihat dari segi kandungan maṣlaḥah, para ulama uṣul fiqh

membaginya kepada:

a. Maṣlaḥah al-‘Āmmah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas

umat atau kebanyakan umat.

b. Maṣlaḥah al-Khāshshah, yaitu kemaslahatan pribadi. Pentingnya

pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana

yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum

bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua

kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada

kemaslahatan pribadi.37

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maṣlaḥah, menurut

Muhammad Mus afa al-Syalabi, ada dua bentuk yaitu:

a. Maṣlaḥah al-Thābitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak

berubah sampai akhir zaman.

37 Ibid., 117.
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b. Maṣlaḥah al-Mutaghaiyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah

sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.38

Dilihat dari segi keberadaan ma la ah menurut syarak terbagi

kepada:

a. Maṣlaḥah al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh

syarak.

b. Maṣlaḥah al-Mulghāh, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak.

c. Maṣlaḥah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak

didukung oleh syarak dan tidak pula ditolak syarak melalui dalil yang

rinci.39

Para ulama Uṣul Fiqh sepakat menyatakan bahwa ma la ah al-

mu’tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyās. Mereka

juga sepakat bahwa ma la ah mulghāh tidak dapat dijadikan hujjah dalam

menetapkan hukum Islam. Pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan,

kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya

mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak maḍarat serta

menghilangkan kesulitan dari padanya.40

4. Landasan Hukum Mas ̣lah ̣ah Mursalah

Landasan syariah berupa al-Qur’ān, Hadis serta kaidah fiqh yang

berkaitan dengan ma la ah akan di uraikan secara terperinci, jumhur

38 Ibid.
39 Ibid., 119.
40 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 127.
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ulama dalam menetapkan maṣlaḥah dapat dijadikan hujjah dalam

menetapkan hukum berdasarkan:

a. Al-Qur’ān

Berdasarkan istiqra’ (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur’ān

maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari’at Islam mencakup

diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.41 Sebagaimana firman

Allah dalam surah Yūnus (10) ayat 57.

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.42

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap

hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan

ini, Allah berfirman dalam surat al-Anbiyā’ 21:107.

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam”.43

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut

mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang

terkandung dalam ayat ini adalah : Rasul atau utusan Allah dalam hal ini

Nabi Muhammad, yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, yang diutus

41 Moh Abu Zahrah, Usul  Fiqih, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.
42 Departemen Agama RI, Al-Qur’ān dan Terjemahanya…
43 Ibid.,
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kepada mereka (al-‘ālamīn), serta risalah, yang kesemuanya

mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2:185 yakni:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. . . . “44

Dalam ayat tersebut, terdapat kaidah yang paling besar di dalam

tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu

“memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini memberikan

kesan kepada hati yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan

kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa

kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.45

b. Hadist

“Diriwayatkan dari Aby Sa’id Sa’ad bin Malik al-Khudziy, r.a
sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda‚ tidak boleh membahayakan
diri sendiri maupun orang lain‚ hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu
Majah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan
meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwatto’, dari Amr bin Yahya
dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal terputus pada
Aba Sa’id.”

44 Ibid.,
45 Miftachul Choiroh, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat
dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan)” (Skripsi
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
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Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna

bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemaḍaratan dari manusia.

Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamnnya terhadap ayat al-Qur’an

maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan

memprioritaskan kemaslahatan hambanya.46

5. Kehujahan Mas ̣laḥah Mursalah

Jumhur ulama berpendapat bahwa maṣlaḥah merupakan hujah

syariat yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau

masalah yang hukumya tidak ada di dalam nas atau ijmak atau q yas atau

istihsan, maka disyariatkan dengan menggunakan maṣlaḥah mursalah.

Dan pembentukan hukum berdasarkan maṣlaḥah mursalah ini tidak

berlangsung terus lantaran diakui oleh syarak.47

Menghilangkan kemudaratan, bagaimanapun bentuknya

merupakan tujuan syarak yang wajib dilakukan.48 Dengan demikian,

ulama Hanafiah menerima maṣlaḥah mursalah sebagai dalil dalam

menetapkan hukum; dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam

nash atau ijmak dan jenis atau sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis

sifat yang didukung oleh nas atau ijmak. Penerapan konsep maṣlaḥah

mursalah di kalangan Hanafiah terlihat secara luas dalam metode istiḥsān

(pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum

46 Nasrun Haroen, Uṣul  Fiqh 1…128.
47 Miftahul Arifin, Faishal Haq, Ushul Fiqh, (Surabaya:Citra Media, 1997), 144.
48 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I …, 121.
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lain disebabkan hukum tersebut, pada umumnya adalah ma la ah

mursalah.49

Ulama Malikiah dan Hanabilah menerima maṣlaḥah mursalah

sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai

ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka

mashlahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas,

bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyās. Bahkan Imam

Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maṣlaḥah mursalah itu

bersifat pasti (qa ’i), sekalipun dalam penerepannya bisa bersifat ẓanni

(relatif).

Untuk bisa menjadikan ma la ah mursalah sebagai dalil dalam

menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga

syarat yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam

jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan

sehingga hukum yang ditetapkan melalui maṣlaḥah mursalah itu

benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak

kemudaratan.

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan

kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.50

49 Ibid.
50 Ibid., 122-123.
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Ulama golongan Syafi’iyyah, pada dasarnya, juga menjadikan

ma la ah sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi, Imam al-Syafi’i,

memasukkannya ke dalam qiyās.51

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap

kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum,

yaitu:

1. Maṣlaḥah itu sejalan dengan jenis tindakat-tindakan syarak.

2. Maṣlaḥah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan syarak.

3. Maṣlaḥah tu tidak termasuk ke dalam kategori maṣlaḥah yang

ḍarurīah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun

kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk

semua orang.52

51 Ibid., 123.
52 Ibid.
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BAB III

GOOD AND SERVICE TAX DI BAWAH AKTA CUKAI DAN

PERKHIDMATAN

A. Pengertian Good And Service Tax (GST)

Good and Service Tax (GST) adalah pajak barang dan jasa yang

menggantikan pajak terdahulu yaitu pajak penjualan dan pajak layanan yang

juga dikenali sebagai Sale Tax & Service Tax (SST). Pemerintahan Malaysia

memperkenalkan GST untuk mengatasi kelemahan SST yang memiliki

lingkup yang terbatas. SST telah dilaksanakan lebih 40 tahun lalu yaitu pada

tahun 1972 untuk pajak penjualan dan pada tahun 1975 untuk pajak jasa.

Ketentuan pajak, retribusi dan biaya dalam SST tidak lagi berlaku setelah

GST mulai dilaksanakan. Pemegang lisensi SST tidak lagi bisa mengutip SST

dan lisensi dibatalkan segera. pemegang lisensi ini harus mendaftar GST jika

memenuhi syarat kualifikasi. GST dikenakan pada penyediaan barang dan

jasa di Malaysia dan juga barang impor. GST merupakan suatu pajak

konsumerisme yang berlaku pada setiap tingkat pasokan dari produsen,

distributor, pengecer dan konsumen. Sistem GST membenarkan perniagaan

yang terdaftar untuk memungut cukai yang dikenakan atas barang dan

layanan jasa yang diperoleh dari suatu bisnis, hal ini tidak berlaku dalam

sistem SST.1

1 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga, (Selangor: TrueWealth Sdn Bhd, 2015), 3.
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GST hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dibekalkan dari

Malaysia dan juga ke atas barangan impor.2 GST hanya memiliki satu

persentase saja dibandingkan SST. Persentase ini disesuaikan untuk semua

tingkat dan lingkup GST lebih luas. Dapat dikatakan hampir semua barang

dan jasa akan dikenakan pajak. Namun begitu, pajak hanya dapat

dikumpulkan oleh pedagang yang terdaftar dan layak di bawah naungan GST.

Ada ketentuan untuk layanan bebas pajak dalam GST. Beberapa jenis layanan

ini akan diatur dan diwartakan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan

tergantung pada kebijakan pemerintah. Pemerintah Malaysia mengumumkan

pelaksanaan GST saat presentasi Bajet 2014 pada 23 Oktober 2013. Tanggal

pelaksanaan GST ditetapkan pada 01 April 2015. Sebelum keputusan ini

dibuat rekomendasi pelaksanaan GST di Malaysia telah beberapa kali

diajukan di parlemen. Pada tahun 2009, RUU tersebut diajukan untuk

mendapatkan persetujuan. Namun pelaksanaannya ditunda.3

B. Lembaga yang Mengelola Penerapan Good And Service Tax (GST) di

Kota Bintulu Negeri Serawak

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) adalah salah sebuah badan

departemen pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. JKDM

memiliki tugas sebagai pemungut pajak impor dan ekspor negara.4 JKDM

memiliki peran utama dalam manajemen GST. Pada tahap awal, lembaga ini

2 Ministry of Finance Malaysia, Handbook for Good and Services Tax (GST) for Bussiness (Kuala
Lumpur: JKDM, 2014), 8.
3 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga …, 5.
4 Wikipedia, “Jabatan Kastam Diraja Malaysia”, dalam
https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Kastam_Diraja_Malaysia, diakses pada 14 Januari 2016.
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mengelola kampanye untuk pameran dan memberikan kesadaran tentang GST

kepada publik melalui berbagai jenis media termasuk koran, televisi, radio

dan media sosial yang dibuat secara tersusun dan menyeluruh. Kampanye ini

diadakan besar-besaran dalam periode due belas bulan sebelum pelaksanaan

GST.

JKDM telah mengelola SST dan akan melanjutkan operasi manajemen

dan administrasi untuk GST mulai 01 April 2015. Fungsi ini termasuk

pendaftaran, penagihan dan pengembalian pajak serta audit dan pemberlakuan

pajak. JKDM terus menyelenggarakan program pelatihan tentang GST

sebelum dan setelah pelaksanaannya. Proses pendaftaran GST dibuka sejak

01 Juni 2014 kepada pedagang dan perusahaan yang layak mendaftar.

Pendaftaran awal ini berakhir pada 31 Desember 2014. Mereka yang telah

layak untuk mendaftarkan GST tetapi tidak mendaftar akan dikenakan sanksi

minimal RM 1,500 dan maksimal RM 20,000.

Tahap kedua, pendaftaran diteruskan pada 01 Januari 2015. JKDM

mendorong semua pedagang yang penghasilannya melebihi nilai omset RM

50,000 untuk mendaftar sebagai persiapan awal sebelum GST dilaksanakan.5

Selain JKDM, lembaga yang bertanggungjawab untuk mengelola

penerapan Good and Service Tax di Kota Bintulu adalah Kementerian

Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK).

KPDNKK membuat kebijakan, strategi dan mempelajari hal-hal yang terkait

dengan pengembangan perdagangan dalam negeri dan konsumerisme.6

5 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga ..., 13.
6 KPDNKK, “Fungsi KPDNKK”, dalam http://www.kpdnkk.gov.my diakses pada 29 Desember
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berperan dalam memantau harga barang pasar. Kenaikan harga barang

merupakan isu yang menjadi perhatian rakyat. Ada kemungkinan harga akan

meningkat ketika GST mulai dilaksanakan.

Pedagang tidak bisa menggunakan alasan GST untuk meninggikan

harga semaunya. Meskipun diakui akan terjadi penyesuaian harga barang di

pasar, pemerintah mengambil peraturan penetapan harga agar tidak

membebani pengguna. Pedagang yang ditemukan mengenakan harga tinggi

dan tidak wajar akan dikenakan tindakan yang tepat di bawah Akta Kawalan

Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jika pedagang tidak patuh kepada undang-

undang ini, ada risiko untuk pedagang ditemukan bersalah dan akhirnya dapat

dikenakan hukuman atau tindakan hukum.7

C. Kelayakan Mendaftar Good Service and Tax (GST).

Ruang lingkup pendaftaran GST mencakup, individu, kepemilikan

tunggal, kemitraan, perusahaan, klub, organisasi dan persatuan, koperasi,

LSM, pengawas, administrator dan joint venture.

Pedagang dan LSM yang layak dan memiliki pendapatan melebihi nilai

omset perlu menginformasikan JKDM dan mendaftar sebagai orang kena

pajak.8 Tiga kriteria utama untuk pendafataran adalah:

1. Suplai kena pajak

2015.
7 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga …, 14.
8 Ibid,. 25.
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Individu dan organisasi yang memasok barang dan jasa kena pajak

di Malaysia termasuk dalam kriteria orang yang dapat dikenakan pajak.

Hampir semua jenis suplai termasuk dalam suplai kena pajak melainkan ia

dinyatakan sebagai bebas pajak. Hal ini bisa menjadi pembekalan

proporsional yang bernilai standar atau berkadar nol.9

2. Nilai omset.

Pemerintah menetapkan nilai omset pendapatan tahunan sebagai

patokan untuk individu atau organisasi terdaftar sebagai orang kena pajak.

Nilai ini dapat berubah sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah. Saat

ini, nilai yang ditetapkan adalah RM 500,000. Mereka yang memiliki

omset melebihi RM 500,000 dalam periode 12 bulan layak mendaftar

dengan GST.

Jumlah ini termasuk semua pendapatan dari penyediaan barang dan

jasa kena pajak yang proporsional standar dan nol. Pendapatan dari

pasokan yang bebas pajak, penjualan aset, jasa impor dan pendapatan dari

lokasi bebas pajak tidak termasuk dalam perhitungan nilai omset10.

3. Periode penghasilan kena pajak.

Jumlah pendapatan dihitung dalam periode 12 bulan untuk

menentukan apakah individu atau organisasi termasuk dalam golongan

orang kena pajak. Jika jumlah pendapatan melebihi RM500,000 atau

diperkirakan akan melebihi RM500,000 dalam dua belas bulan, mereka

layak memohon untuk pendaftaran GST dalam waktu 28 hari dari tanggal

9 Ibid.
10 Ministry of Finance Malaysia, Handbook for Good and Services Tax (GST) for Bussiness …, 3.
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akhir bulan berkenaan. Tanggal pendaftaran yang berlaki adalah pada

tanggal 1 bulan berikutnya.11

D. Cara Mendaftar ke Dalam Sistem GST

Pendaftaran sebagai orang kena pajak dapat dilakukan secara online

atau secara offline. Situs khusus yang dibangun untuk menyediakan informasi

tentang GST adalah www.gst.customs.gov.my. Situs ini juga menyediakan

link khusus untuk pendaftaran GST melalui online. Tata cara pendaftaran

online adalah seperti berikut:

1. Kunjungi situs www.gst.customs.gov.my

2. Klik pada link “Taxpayer Access Point (TAP)” di sebelah kanan situs.

3. Klik link “Daftar”.

4. Klik “Seterusnya” untuk membuka tampilan formulir pendaftaran.

5. Isi informasi pendaftaran.

6. Upload pernyataan bank di ruang sebelah kiri situs.

7. Klik “Hantar” setelah formulir pendaftaran lengkap diisi.

8. klik “Cetak” bukti penerimaan sebagai referensi file.

9. Memeriksa status aplikasi dengan klik “Status Permohonan” halaman

utama.

Pendaftaran secara offline dapat dilakukan dengan mengisi formulir

GST 01 dan dapat dikirim atau pergi sendiri ke kantor Jabatan Kastam Diraja

Malaysia yang ada di seluruh Malaysia.12

11 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga …, 25.
12 Ibid., 35.
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E. Konsep dan Metode Pelaksanaan GST

GST yang menggantikan pajak SST mencakup semua golongan dalam

rantai pasokan termasuk produsen. importir, distributor, pengecer dan

konsumen. Melalui sistem pajak bertahap, konsumen akhir yang akan

menanggung pajak ini. Pemasok yang terdaftar akan mengutip pajak dan layak

menuntut pajak yang ditanggung selama menjalankan bisnis mereka.

Pengadaan barang dan jasa pada setiap tingkat akan memiliki nilai tambah.13

Contoh perhitungan GST untuk barang:

Produsen jaket kulit Bravio Sdn Bhd mengeluarkan jaket dengan label

Live dan menjual kepada distributor dengan harga RM120 per-jaket.

Distributor Elite Club Sdn Bhd pula menjual jaket merk Live kepada pengecer

K Textile Sdn Bhd dengan harga RM 180. Nilai tambah dari distributor ke

pengecer adalah RM 60.

K Textile PT pula memasarkan jaket Live di toko miliknya dan

menjual sehelai jaket itu pada harga RM 280. Nilai tambah kepada pengguna

adalah RM 100. Perhitungan adalah seperti berikut:

Butir Bravo Sdn
Bhd

(Produsen)

Elite Club
Sdn Bhd

(Distributor)

K Textile
Sdn Bhd

(Pengecer)

Harga kos RM 120 RM 180

Nilai tambah RM 60 RM 100

Harga Jual RM 120 RM 180 RM 280

GST (6%) – cukai input RM 7.20 RM 10.80

13 Ministry of Finance Malaysia, Handbook for Good and Services Tax (GST) for Bussiness …, 17.
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GST (6%) – cukai output RM 7.20 RM 10.80 RM 16.80

Net GST kepada JKDM

(Pajak Output – pajak input)

RM 7.20 RM 3.60 RM 6

Menghitung GST pada Harga Barang dan Jasa

GST menggunakan persentase standar untuk semua barang dan

jasa yang kena pajak. Perhitungan GST dapat dilakukan dengan dua metode

yaitu harga dan jumlah GST terpisah atau harga termasuk GST.

1. Harga dan jumlah GST terpisah

Metode ini sangat mudah digunakan seperti contoh berikut:

Sebuah kamera digital dijual dengan harga RM 2300.

Jumlah yang harus dibayar oleh pembeli adalah RM 2,438.14

14 Ibid., 18.

Catatan Penghitungan

Harga Jual RM 2,300

Persen GST 6%

Jumlah GST RM 2,300 x 6% = RM 138

Jumlah harga RM2,300 + RM 138 = RM

2,438
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2. Harga termasuk GST

Metode ini dapat digunakan oleh toko atau supermarket yang

menjual barang kepada pengguna umum. Restoran juga dapat

menggunakan metode ini dalam harga menu mereka.

Jumlah GST termasuk dalam harga yang ditunjukkan pada label

harga dan rak-rak toko.

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut.

Sebuah kamera digital dijual dengan harga RM 2400 termasuk

GST.

Catatan Perhitungan

Harga jual RM 2,400

Persen GST 6%

Jumlah GST Harga jual x pecahan persen

pajak

RM 2,400 x 6/106

Jumlah harga RM 135.85
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Harga sebenarnya kamera digital itu adalah RM 2,264.15. faktur

atau kuitansi yang dikeluarkan akan mencatat GST dan melihat bahwa

harga termasuk GST.15

F. Penuntutan Pajak Masukan Dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Ketika pajak penghasilan yang ditanggung termasuk dalam pajak

yang diizinkan, orang kena pajak dapat membuat klaim pajak dengan

menyediakan dokumen yang sah. Penyimpanan dokumen dan catatan yang

teratur akan memudahkan pedagang saat membuat klaim pajak. Apabila

ingin membuat klaim pajak, maka dokumen yang diperlukan adalah:

1. Faktur pajak lengkap.

2. Faktur pajak disederhanakan terbatas pada maksimal RM 30 pajak

input (pembekalan bernilai RM 500). Jika jumlah pajak melebihi RM

30, faktur pajak dengan nama dan alamat lengkap penerima harus

disertakan.

3. Dokumen impor Kastam No. 1 untuk mengimpor barang-barang.

4. Dokumen impor Kastam No. 1 atau No. 9 untuk pelepasan barang-

barang dari pabrik berlisensi.

5. Faktur pemasok asing untuk impor layanan.

6. Jika pajak masukan terkait dengan pembayaran tunai seperti

kompensasi polis asuransi, dokumen yang dapat digunakan adalah

voucher emisi, perintah pembayaran atau surat akun terima.

15 Ibid., 19.
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7. Faktur pajak penuh oleh orang yang disetujui di bawah Skim Kadar

Sama Rata.

Faktur pajak yang bersangkutan dikeluarkan atas nama orang kena

pajak. Jika dokumen asli hilang, salinan faktur pajak yang telah disahkan

dapat dirujuk saat membuat klaim. Kemudian, jumlah pajak masukan yang

diizinkan harus dilaporkan dalam Penyata GST-03 bagi suatu periode kena

pajak. Tanggal faktur pajak menjadi dasar akuntansi untuk mencatat GST.

Meskipun pembayaran belum dilakukan, pajak masukan yang layak

diklaim akan diperhitungkan berdasarkan akuntansi ini. Kalau orang kena

pajak ingin menggunakan dasar pembayaran untuk menyetor pajak,

setoran dapat dibuat kepada Direktur Jenderal. Klaim pajak masukan dapat

dikirim ke JKDM setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengarah.16

16 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga ..., 99-100.
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Cara Menghitung Pajak GST Untuk Diklaim Dari Jabatan Kastam

Diraja Malaysia:

No. Rincian Biaya GST Kutipan pajak
GST dari
Konsumen

Klaim

1. Pabrik Biaya GST –
Kutipan pajak
GST dari
Konsumen =
Klaim GST

RM4,800 –
RM4,200 =
RM 600

i. Pabrik membeli bahan
mentah seperti lem,
karet dan lain-lain
untuk membuat sepatu
Kos RM50,000 + GST
(6%)
= RM53,000

RM3,000

ii. Pabrik membayar
listrik, mesin dan lain-
lain
Kos RM30,000 + GST
(6%)
= RM31,800

RM1,800

iii. Pabrik menjual sepatu
yang telah jadi kepada
supplier dan reseller.
Sebuah sepatu Rp
30rb,
10,000 unit x RM7 +
GST (6%)
=RM74,200

RM4,200

TOTAL RM4,800 RM4,200
Jika jumlah kutipan pajak GST dari konsumen lebih besar dari

jumlah biaya GST, maka pabrik harus menyetorkan uang sebanyak selisih

jumlah kutipan pajak GST dari konsumen dan biaya GST kepada. Dan jika

kedua-dua jumlahnya sama, maka pabrik tidak perlu mengklaim ataupun

membayar GST kepada JKDM.17

17 Ibid.
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G. Kategori Barangan dan Jasa yang Tidak Dikenakan GST

Selama sesi Bajet 2015, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak

menegaskan bahwa tidak akan ada GST pada RON 95, Diesel dan bahan

bakar LPG sementara pengecualian GST untuk makanan dasar, obat-obatan

dan pendidikan juga telah diperluas. Ada total 900 item dasar dan 2.900 obat

item yang akan nol dinilai.18

Berikut adalah daftar barangan yang dikecualikan GST menurut buku

panduan konsumen yang dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,

Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK):

a) Barangan

1. Barang makanan

a. Beras, tepung terigu, sagu, kacang dhal.

b. Gula dan garam.

c. Minyak goreng berasaskan dari kelapa sawit, kelapa dan kacang.

d. Bumbu rempah

e. Roti putih dan roti gandum.

f. Bubuk kopi, koko dan teh.

g. Mi kuning, kuetiau, laksa dan mihun

2. Produk pertanian

a. Padi.

b. Sayuran segar.

c. Buah-buahan.

18 GST Malaysia, “GST Zero Rated Exemption Supply List” dalam http://www.gstmalaysia.co/gst-
zero-rated-exemption-supply-list/158/, diakses pada 14 Januari 2016.
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3. Daging

a. Sapi, kambing, kerbau, ayam dan bebek (termasuk telur ayam dan

bebek).

4. Fasilitas

a. Suplai air pipa.

b. Suplai listrik untuk 300 unit pertama.

5. Ekspor

a. Barangan dan jasa yang diekspor.

6. Obat-obatan utama

a. Merangkumi hampir 2000 merek obat.

b. Penggunaan pengobatan untuk 30 jenis penyakit seperti sakit

jantung, diabetes, darah tinggi dan kanker.

7. Bahan bacaan

a. Buku pelajaran, buku tulis dan buku referensi.

b. Kitab agama.

c. Koran.

b) Jasa

1. Transportasi public

a. layanan rel keretapi (komuter, kereta api, ERL, LRT, monorel).

b. Layanan bis dan taksi.

c. Tol jalan raya dan jembatan.

d. Transportasi lewat air.

2. Perumahan tanah
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a. Jual beli dan sewa rumah tempat tinggal.

b. Tanah pertanian dan tanah public.

3. Jasa public

a. Layanan kesehatan.

b. Layanan pendidikan swasta.

c. Layanan keuangan terpilih.19

H. Keperluan Good and Service Tax dilaksanakan

Good and Service Tax direkomendasikan untuk menggantikan pajak

Sales Tax and Service Tax. Pelaksanaan GST adalah bagian dari reformasi

pajak pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem

perpajakan yang sedia ada GST telah dibuktikan satu sistem pajak yang lebih

baik karena itu lebih efektif, efisien, transparan dan dapat merangsang

pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing dalam pasar global.

GST mampu menghasilkan sumber hasil yang lebih stabil kepada negara

karena kurang dipengaruhi fluktuasi ekonomi.

Adalah penting untuk menggantikan SST ada dalam usaha untuk

mengatasi kelemahan yang ada seperti pajak bertahap, tumpang tindih,

transfer harga dan nilai pindah, tidak ada emisi lengkap barang diekspor,

mendorong integrasi vertikal, birokrasi pemerintahan, masalah klasifikasi dan

lain-lain..20

19 KPDNKK, Panduan Harga Pengguna Zon Sarawak …, 10.

20 Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Mengapa CBP?, dalam
http://gst.customs.gov.my/ms/gst/Pages/gst_wy.aspx diakses pada 14 Januari 2016.
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I. Manfaat Penerapan Good and Service Tax (GST)

Pelbagai manfaat bahawa GST boleh menawarkan kepada pengguna

perniagaan dan Malaysia adalah:21

1. Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui hasil yang akan digunakan

untuk tujuan pembangunan sosial.

2. Meningkatkan daya saing negara di tingkat global melalui sektor

ekspor.

3. Meningkatkan sistem penyampaian melalui sistem perpajakan yang

lebih transparan, efisien dan efektif serta mengurangi birokrasi.

4. Mengurangi biaya bisnis melalui perbaikan sistem perpajakan saat ini

dan penghapusan elemen pajak bertindih.

5. Menjadikan harga lebih terjangkau dan lebih adil kepada pengguna

melalui penghapusan pajak tumpang tindih di bawah GST.

6. Meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ketirisan dalam kutipan

pajak negara.22

7. Mengurangi birokrasi.SST menghendaki pedagang memohon

persetujuan bahan bebas pajak dan pengecualian khusus untuk harta

bergerak. Kehendak ini tidak perlu di bawah GST dan bisnis dapat

offset GST ke atas masukan dalam pernyataan mereka.23

21 Ibid.
22 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga …, 6.
23 Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Mengapa CBP?.
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J. Kebijakan Pemerintah Malaysia dalam Rangka Pelaksanaan GST

Pemerintah memberikan kebijakan dalam berbagai bentuk untuk

mengurangi beban pedagang ketika GST dilaksanakan. Setelah lebih 40 tahun

Malaysia mengamalkan pajak penjualan dan pajak layanan, kini pedagang

menghadapi perubahan dalam sistem pajak konsumerisme. tentu pedagang

akan menanggung biaya pelatihan, pengembangan sistem, perubahan

kebijakan perusahaan dan administrasi apabila ingin melaksanakan GST.

Antara kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintaha adalah:

1. Pengurangan hasil pajak penghasilan sebanyak 1 persen.

Tarif pajak untuk tahun penilaian 2009 hingga 2015

dikenakan berdasarkan status perusahaan. perusahaan perusahaan

yang memiliki modal berbayar RM2.5 juta dan dikenakan pajak

sebesar 25 persen.

Sedangkan perusahaan yang memiliki modal disetor kurang

dari RM2.5 juta dikenakan tarif pajak bertahap yaitu 20 persen

untuk penghasilan kena pajak RM500 ribu dan 25 persen untuk sisa

pendapatan berikutnya. Perusahaan dengan modal disetor kurang

dari RM2.5 juta dianggap sebagai sebuah perusahaan kecil dan

menengah.

2. Pengurangan tarif pajak penghasilan koperasi sebanyak 1 hingga 2

persen.

3. Biaya sekretaris dan pengajuan pajak diberi keringanan pajak.

4. Tunjangan modal dipercepat.
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5. Biaya pelatihan akuntansi diberi keringanan pajak. Biaya untuk

pelatihan akuntansi turut diberi keringanan pajak bagi tahun taksiran

2014 dan 2015. pelatihan akuntansi meningkatkan keterampilan staf

yang bertugas dan mengurangi kesalahan dalam mencatat transaksi

terutama yang terkait dengan GST.

6. Alokasi sejumlah RM100 juta hibah untuk pelatihan GST.

7. Bantuan keuangan sebesar RM150 juta untuk software akuntansi

GST.24

K. Undang-Undang Dan Peraturan yang Mengatur Pelaksanaan GST

Dua undang-undang penting dalam pelaksanaan GST adalah Akta Cukai

Barang dan Perkhidmatan 2014 serta Akta Kawalan Harga dan Anti

Pencatutan 2011. Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 telah

dinyatakan menjadi hukum utama dalam pelaksanaan GST. Upaya

pemerintah dalam mengontrol harga barang adalah dengan mendirikan Unit

Penguatkuasaan GST dan Unit Pemantauan Harga dengan keanggotaan

melebihi 3000 orang. Skuad Pengguna yaitu kelompok relawan didirikan

untuk membantu pemantauan harga pasar dengan keanggotaan sebanyak

202,800 orang.

1. Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014

Mengacu pada undang-undang ini, departemen yang bersangkutan

yaitu JKDM mengeluarkan panduan dan ketetapan umum sebagai

referensi untuk umum dan golongan pedagang. Ini merupakan proses

24 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga ..., 46.
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yang berkelanjutan oleh JKDM setelah pemerintah mengumumkan

tanggal pelaksanaan GST dalam Bajet 2014.

Mekanisme GST menekankan penilaian diri dan kepatuhan secara

langsung oleh mereka yang terlibat dalam lingkup GST. Fungsi JKDM

difokuskan pada audit dan revisi ke atas kepatuhan pajak oleh pemasok

yang terdaftar dan tidak terdaftar. Undang-undang ini mencakup aspek

administrasi dan lingkup pajak, hukum terkait pendaftaran, akuntansi dan

penilaian, skema khusus dan penegakan. kesalahan di bawah undang-

undang ini akan dikenakan hukuman dan penuntutan jika perlu.

Pejabat GST memiliki wewenang untuk membuat pemeriksaan dan

investigasi bila perlu. Pejabat ini memiliki akses ke tempat atau tempat

usaha yang terkait dengan lingkup investigasi. Investigasi akan dilakukan

pada dokumen, barang atau bahan-bahan yang terkait dengan

penyelidikan di bawah undang-undang ini.

Surat perintah penggeledahan akan dikeluarkan jika tidak

mendapat kerjasama dari orang yang diselidiki. Pegawai pajak

diperbolehkan untuk menangkap orang yang melakukan kesalahan,

diduga memiliki bukti atau diduga melakukan kesalahan.25

2. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011

Ketentuan akta ini mengatur beberapa barang dijual dengan harga

kontrol. Harga ini harus dipamerkan dan harga penjualan yang

ditampilkan sudah termasuk setiap pajak atau bea pemerintah yang lain.

25 Ibid., 156.
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Pedagang yang melanggar hukum dengan mengenakan biaya lain selain

harga kontrol akan dituntut. Pembeli juga dapat dituntut berdasarkan

ketentuan Seksyen 12 Akta ini. Pejabat yang berwenang akan

mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi atas kesalahan di

bawah undang-undang ini. Pegawai ini memiliki akses ke tempat,

catatan bisnis dan barang yang terlibat. Pemberitahuan sitaan bisa

dikeluarkan jika perlu untuk membantu penyelidikan.26

Hanya Jaksa Penuntut Umum yang akan mengeluarkan

pemberitahuan dakwaan atas setiap kesalahan di bawah undang-undang

ini. Selain itu, aparat penegak hukum dapat mengenakan denda atas

kesalahan tanpa dakwaan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.27

26 Ibid., 157.
27 Ibid.
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BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKTA 762

TENTANG GOOD AND SERVICE TAX /(GST) DI KOTA BINTULU,

NEGERI SERAWAK

A. Praktek Penerapan Akta 762 Tentang Good and Service Tax (GST) di

Kota Bintulu Negeri Sarawak

GST adalah pajak yang dikenakan pada setiap penyediaan barang dan

jasa di Malaysia. Semua barang atau jasa yang disuplai akan dikenakan GST

sebesar 6 persen. Namun ada beberapa barang dan jasa yang dikecualikan

dari dikenakan GST. Barang-barang yang tidak dikenakan GST adalah bahan

makanan mentah dan bahan makanan pokok penduduk di Malaysia. Layanan

yang dikecualikan oleh GST pula adalah transportasi publik, jual beli dan

sewa tanah, kesehatan, pendidikan dan keuangan.

Dalam pelaksanaan GST, orang yang menjadi sasaran untuk dikenakan

GST adalah konsumen yang paling akhir. Pada awalnya, pabrik dan juga

distributor akan membayar GST atas sebuah produk tersebut sebelum dijual

kepada konsumen. Konsumen terakhir yang membeli produk tersebut akan

dikenakan GST. Jika jumlah GST yang dibayar atas pembelian barang oleh

konsumen dalam periode sebulan bisnis adalah lebih besar dari jumlah GST

yang dibayar oleh distributor atau pabrik ke JKDM, maka distributor harus
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membayar lebihan GST kepada JKDM. Jika terjadi sebaliknya, maka

distributor berhak untuk menuntut nilai GST dari JKDM yang belum

mencapai target kutipan dari konsumen.

GST ini dikenakan pada semua konsumen tanpa terkecuali. Ini berarti,

semua golongan masyarakat akan terkena tempias GST tidak peduli mereka

yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Meskipun begitu, pemerintah

Malaysia telah membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi beban

pedagang ketika GST dilaksanakan. Antaranya adalah pengurangan hasil

pajak penghasilan sebanyak 1 persen.1

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akta 762 Tentang Good

And Service Tax (GST) di Kota Bintulu Negeri Serawak

Di dalam Islam, maṣlaḥah mursalah digunakan untuk membentuk

hukum jika sebuah kasus tersebut tidak ada dalam dalil al-Quran maupun

hadis tetapi diperlukannya hukum untuk memutus perkara tersebut.

Maṣlaḥah mursalah digunakan semata-mata untuk mencari

kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang

menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat

1 Norsa’adah Ahmad, GST untuk Bisnes & Peniaga ..., 46.
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luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar

perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.2

Tujuan GST dilaksanakan adalah untuk meningkatkan sumber

pendapatan negara. GST juga dilaksanakan untuk memperbaiki dan

menyusun kembali struktur perpajakan negara supaya lebih efisien, adil,

efisien dan transparan dibandingkan pajak SST.3

Biaya operasi perusahaan juga dapat dikurangi dengan terlaksananya

sistem GST ini. Selain itu, harga barang dan jasa yang dikenakan menjadi

lebih terjangkau dan lebih adil kepada pengguna melalui penghapusan pajak

tumpang tindih di bawah SST.4

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa GST ini dilaksanakan atas

dasar kemaslahatan masyarakat. Jadi penerapan GST ini bersesuaian dengan

konsep maṣlaḥah mursalah. Hal ini karena penerapan GST adalah untuk

kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

politisi tertentu. Penerapan GST juga bertujuan untuk menolak kemudaratan

seperti yang ada dalam konsep maṣlaḥah mursalah karena jika GST tidak

menggantikan sistem pajak SST yang ada sebelum ini, maka pajak tumpang

tindih akan terus berlaku dan ramai yang akan terus mengelak untuk

membayar pajak penghasilan. Dengan adanya GST, golongan yang sering

2 Miftahul Arifin, Faishal Haq, Ushul Fiqh I …, 143.
3 KPDNKK, Panduan Harga Pengguna Zon Sarawak …, 6.
4 Ibid.
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mengelak untuk membayar pajak tidak akan bisa lari dari membayar pajak

karena GST ini dikutip dari seluruh masyarakat yang menjadi konsumen

terakhir.

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah menetapkan bahwa

pelaksanaan GST itu harus.5

Hukum mengutip GST adalah harus selagi GST diperlukan untuk

memenuhi keuangan publik dan pendapatan negara tidak mencukupi. Selain

itu GST tidak bisa digunakan untuk pembiayaan masyarakat yang berlebihan.

Jika berlaku pemungutan GST di saat negara tidak memerlukannya

ataupun hasil pajak dari GST digunakan untuk pembiyaan negara yang

berlebihan, maka hukumnya haram.

5 Alyaa Azhar, “GST harus, kata majlis fatwa lagi”, dalam
https://www.malaysiakini.com/news/295823, diakses pada 11 Januari 2016.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang penulis telah paparkan dalam pembahasan skripsi ini,

maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. GST adalah pajak 6 persen yang dikenakan pada setiap penyediaan barang

dan jasa di Malaysia. Dalam pelaksanaan GST, orang yang menjadi

sasaran untuk dikenakan GST adalah konsumen yang paling akhir.

Meskipun begitu, pemerintah Malaysia telah membuat beberapa kebijakan

untuk mengurangi beban pedagang ketika GST dilaksanakan.

2. Penerapan GST di Kota Bintulu adalah bersesuaian dengan konsep

maṣlaḥah mursalah untuk dalam menetapkan hukumnya. Dengan kata lain,

maṣlaḥah mursalah digunakan semata-mata untuk mencari kemaslahatan

manusia. GST dipungut untuk menambahkan sumber pendapatan negara.

Penerapan GST adalah harus selagi GST diperlukan untuk memenuhi

keuangan publik dan apabila pendapatan negara tidak mencukupi. GST

tidak bisa digunakan untuk pembiayaan masyarakat yang berlebihan.
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B. Saran.

Kepada pemerintah Malaysia, ada beberapa saran yang ingin

dikemukakan oleh penulis untuk memperbaiki sistem penerapan GST supaya

GST tidak menjadi pajak yang terlalu membebankan rakyat:

1. Pajak 6 persen harus dimulai dengan lebih rendah agar tidak terjadi

perubahan drastis terhadap pedagang dan rakyat. Mungkin pajak 3

persen lebih cocok sebagai permulaan.

2. Setiap ketirisan dan kelemahan manajemen hasil keuangan oleh

kementerian yang dibuktikan oleh Jabatan Audit Negara harus

dikenakan tindakan keras dan langsung untuk memastikan setiap

hasil pajak yang diterima tidak disalahgunakan oleh administrator

publik dan politisi yang berkuasa.

3. Lembaga KPDNKK harus memiliki mekanisme terbaik dan jitu

dengan jumlah pegawai yang cukup untuk menangani kenaikan

harga yang disengaja oleh pedagang apabila GST diberlakukan.
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